MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 45 /PER/M.KOMINFO/ 10 /2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR: 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang

Mengingat

L a

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai
Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada Departemen
Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dibentuk
Dewan Pengawas dalam organisasi Balai Telekomunikasi dan
Informatika Perdesaan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas - Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 3881);

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor : 4286),

Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);



A

Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4437); '

o. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :
4502);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan
dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2009;

10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Komunikasi dan Informatika;

11.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009
tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika
Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika
sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum . '

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR:
35/PER/M.KOMINFO/11/2006 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAlI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERDESAAN.



Pasal |
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan
diubah sebagai berikut :

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB
VA, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PENGAWASAN
Pasal 17A

(1) Pengawasan terhadap Balai Telekomunikasi dan Informatika

Perdesaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan

~ oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di X JAKARTA

Pada tanggal : 19 Oktober 2009




